
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia di Tahun 1959 Nomor

I

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palembang tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diganti karena sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa pendelegasian sebagian kewenangan beberapa perizinan
dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam rangka
penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif
dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat;

a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi
yang kondusif serta untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan, perlu
mendelegasikan sebagian kewenangan dimaksud kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Mengingat

Menimbang

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAl£
PERATURANWALIKOTAPALEMBANG

NOMOR -41 TAHUN2018

TENTANG

PENDELEGASIANSEBAGIANKEWENANGANDI BIDANGPERIZINANDANNON
PERIZINANKEPADAKEPALADINASPENANAMANMODALDANPELAYANAN

TERPADUSATUPINTU

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTAPALEMBANG,



Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah un sur
pendukung tugas Walikota dibidang pelayanan perizinan
berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP
adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

6. Pe1ayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan
non penzman yang mendapat pendelegasian atau
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal I

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN
SEBAGIANKEWENANGANDI BIDANG PERIZINANDAN NON
PERIZINANKEPADAKEPALADINASPENANAMANMODALDAN
PELAYANANTERPADUSATUPINTU

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
.Tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah ( Berita

7. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6);

Menetapkan :



(2)Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
a. keterangan rencana kota;
b. surat pemyataan pengelolaan lingkungan;
c. keterangan Hygienis dan sanitasi;
d. izin Pemanfaatan Rawa;
e. izin Operasional Biro Jasa Reklame;
f. izin Penyelenggaraan Reklame;
g. izin Mendirikan Bangunan;
h. tanda Daftar Usaha Pariwisata;
1. izin Usaha Industri;
J. tanda Daftar Perusahan;
k. izin Usaha Perdagangan;
1. izin Penyelenggaraan Optikal;
m. izin Penyelenggaraan Apotik;
n. izin Penyelenggaran Toko Obat;
o. izin Penyelenggaraan Pelayanan Balai Pengobatan

(Klinik)PerpanjanganjDaftar Ulang;
p. izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah

Bersalin Perpanjangan j Daftar Ulang;
q. izm Penyelenggaraan Pelayanan Praktek

Berkelompok Dokter PerpanjanganjDaftar Ulang;
r. penyelenggaran Balai Pengobatan (Klinik);
s. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rurnah

Bersalin;
t. Praktik Berkelornpok Dokter- Dokter Gigi - dan

Dokter Spesialis;
u. izin Apoteker;
v. izin Tenaga Teknis Kefarrnasian;
w. izin Praktik Bidan;

(1)Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal2

BABII
PENDELEGASIANKEWENANGANDANJENIS JENIS

PERIZINANSERTANONPERIZINAN

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai
tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu
tempat.

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



x. izin Praktik Keperawatan;
y. izin Kerja Perawatan Gigi;
z. izin Pemotongan Perikanarr/Izin Usaha Perikanan;
aa. izin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas;
bb. izin Pembuangan Limbah Cair;
cc. izin Usaha Jasa Konstruksi;
dd. izin Trayek;
ee. izin Penyelanggaraan Praktek Dokter dan Dokter

Gigi;
ff. panti Pijat Urut Modern;
gg. rekomendasi untuk Izin Pembangunan Pelabuhan

Pengumpanan Lokal;
hh. rekomendasi untuk Izin Pembangunan Pelabuhan

Danau;
11. rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan;
Il- rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan;
kk. rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus untuk

Kepentingan Sendiri;
11. rekomendasi Izin Salvage dan Pengerjaan bawah

Air;
mm. rekomendasi Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan;
nn. rekomendasi Pemakaian Badan Jalan;
00. izin Penyimpanan Kendaraan /Pool;
pp. izin Insidenti1;
qq. izin Dispensasi;
IT. izin Pengedaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol pada Tempat-Tempat tertentu;
ss. tanda Daftar Gudang;
tt. surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
uu. izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha

TokoModern;
vv. izin Prinsip Penanaman Modal;
ww. izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
xx. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
yy. izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
zz. izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
aaa. izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman

Modal;
bbb. perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Asing

bagi Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya di
Kota;

ccc. rekomendasi penerapan persyaratan pencegahan
kebakaran pada rencana pembangunan gedung;

ddd. perpanjangan memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing;

eee. izin Lembaga Pelatihan Kerja;
fff. izin Usaha Simpan Pinjam;
ggg. izin Pembukaan Kantor Cabang;
hhh. cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi;
iii. izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
.lll- izin Kerja dan Praktik Fisioterapi;
kkk. izin Kerja dan Praktik Terapis Wicara;
111. izin Kerja dan Praktik Okupasi Terapis;
mmm. izin Kerja Radiografer;
nnn. izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;
000. izin Ke 'a dan Praktik Gizi:



(1) Untuk Izin yang berskala besar yang mempengaruhi baik
dalam pertumbuhan perekonomian, penyerapan tenaga
kerja, kemajuan suatu wilayah, dan berdampak
lingkungan, terlebih dahulu harus memperoleh
persetujuan Walikota agar selaras dengan Rencana Tata
Ruang dan Wila ah Kota

Pasal 3

ppp. izin Praktik Analis Kesehatan (ATLM);
qqq. izin Praktik Penata Anastesi;
rrr. izin Kerja Kesehatan Lingkungan (Sanitarian);
sss. izin Kerja Perekam Medis;
ttt. izin Praktik Elektromedis;
uuu. izin Praktik Psikolog Klinis;
vvv. izin Tukang Gigi;
www. surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
xxx. izin TokoAlat Kesehatan (Alkes);
yyy. izin Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT);
zzz. izin Mendirikan Rumah Sakit;
aaaa. izin Operasional Rumah Sakit;
bbbb. izin Operasional Rumah Sakit Type-C;
ecce, izin Operasional Rumah Sakit Type-D;
dddd. izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama;
eeee. izin Operasional Radiologi;
ffff. izin Operasional Klinik Haemodialisa;
gggg. izin Operasional Klinik Kecantikan;
hhhh. izin Panti Sehat;
1111. izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
jjjj. izin Praktik Mandiri Dokter Hewan;
kkkk. izin Praktik Bersama Dokter Hewan;
1111. izin Praktik Dokter Hewan Kuda;
mmmm. izin Praktik Paramedik Hewan;
nnnn. izin Praktik Inseminator;
0000. 1Z1n Praktik di Pusat Kesehatan Hewan

(PUSKESWAN);
pppp. izin praktik Konsultasi Dokter Hewan (Pelayanan

Kesehatan Hewan di Unit Usaha Peternakan);
qqqq. izin Klinik Hewan;
rrrr. izin Rumah Sakit Hewan;
ssss. izin Ambulatori;
tttt. izin usaha Tempat Hewan Kesayangan (Pet Shop,

PoultryShop, Grooming, Kennel Cattery);
uuuu. izin usaha Rumah Potong Hewan;
vvvv. izin us aha Distributor /Produsen Obat Hewan;
wwww.izinusaha Perternakan Sapi;
xxxx. izin usaha Perternakan Kambing;
yyyy. izin usaha Perternakan Domba;
zzzz. izin usaha Perternakan Ayam;
aaaaa. izin usaha Perternakan Itik;
bbbbb.izin usaha Distributory Produsen Pakan;
ccccc. izin us aha Peralatan Ternak;
ddddd. izin Operasional Pendidikan Non Formal;
eeeee. izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta;
fffff. izin Lokasi/ izin Peruntukan.



a laporan realisasi penerbitan surat izin dan nonperizinan
setiap bulan kepada kepala organisasi perangkat daerah
yang secara teknis terkait dengan perizinan dengan
melampirkan fotokopi surat izin dan nonizin yang telah
terbit;

Kepala DPMPTSPmenyampaikan :

Pasal 5

BABIV
PELAPORAN

(2) Penandatanganan dan penerbitan dokumen perizinan dan
nonperizman sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dilakukan setelah menerima Rekomendasi Teknis dari
perangkat daerah terkait, diverifikasi dan di bubuhi paraf
oleh pejabat yang membidangi perizinan dan
nonperizinan.

a. penyelenggaraan Koordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan di tingkat Pemerintah Kota;

b. pemrosesan dan penandatanganan dokurnen perizinan
dan nonperizinan;

c. penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
d. penyederhanaan prosedur perizinan;
e. penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis
perizinan bersama unsur lain di lingkungan Pemerintah
Kota;

f. bertanggung jawab secara administratif terhadap
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
sedangkan tanggung jawab teknis berada pada
perangkat daerah terkait.

(1) Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:

Pasal4

BAB III
RUANGLINGKUP

(2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. perizinan untuk pendirian hotel bintang 3 (tiga)keatas;
b. perizinan untuk pendirian rumah sakit besar;
c. perizinan untuk pendirian pusat perbelanjaan skala
besar;

d. perizinan untuk penerbitan izin usaha industri skala
menengah; dan

e. perizinan dan rekomendasi untuk penerbitan izin
pembangunan, pengoperasian pelabuhan sungai dan
danau (pelabuhan khusus regional dalam Kota).



Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan (melaksanakan
cuti urusan penting darr/ atau cuti tahunan,
penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan
dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

a. pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan tidak
sesuai dan I atau menyalahi ketentuan yang telah
ditetapkan;

b. telah diberikan teguran secara tertulis dari Perangkat
Daerah teknis terkait sebanyak 3 (tiga)kali berturut-turut
melalui surat teguran pertama surat teguran, kedua dan
surat teguran ketiga sesuai peraturan yang berlaku; dan

c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b
tidak diindahkan oleh Pemegang Izin, Organisasi
Perangkat Daerah teknis terkait segera menerbitkan
Rekomendasi Pencabutan Izin yang disampaikan kepada
Kepala DPMPTSPuntuk penerbitan surat pencabutan izin
dimaksud.

(2)Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberlakukan apabila:

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Kepala DPMPTSP berwenang mengeluarkan surat
pencabutan perizinan.

Pasal 7

BABVI
KETENTUANLAIN-LAIN

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan
perizinan terpadu wajib dan bertanggung jawab untuk
melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan setelah
terbitnya perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasa16

BABV
PEMBINAANDANPENGAWASAN

b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
walikota secara berkala Zperiodik (perbulan) darr/ atau
sewaktu-waktu jika diperlukan



HAROBINMASTOFA
BERITADAERAHKOTAPALEMBANGTAHUN2018 NOMOR ~ I

Diundangkan di PaJembang
pada tanggal ~ Ain't, 2018
SEKRETARISDAERAHKOTAPALEMBA.NG

~~-

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~ ~riL. 2018

Fjs. WALIKOTAPALEMBANG,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota iru, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Peraturan Walikota irn mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Palembang Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayan an Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasa19

BAB VII
KETENTUANPENUTUP


